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 Di jaman yang  modern ini proses transaksi jual beli semakin mudah di 
nikmati oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Hal itu membuat para pelaku 
usaha semakin kreatif dan bersaing secara ketat untuk meningkatkan penjualan 
produk mereka. Ada berbagai cara yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk 
meningkatkan penjualan produk mereka, salah satunya yaitu melalui iklan. 
 Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang 
perlindungan konsumen di Indonesia dan Malaysia Berdasarkan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen. (2) Mengkaji persamaan dan perbedaan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Malaysia. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan 
normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan, serta dianalisa 
dengan metode kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dan 
persamaan antara perbandingan pengaturan hukum perlindungan konsumen terkait 
informasi iklan menyesatkan di Indonesia dan Malaysia. Seperti dalam pengaturan 
mengenai informasi iklan yang menyesatkan di negara Indonesia maupun 
Malaysia memiliki pengaturan hukum yang sama. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
















 In this modern era, the process of buying and selling transactions is more 
easily enjoyed by various levels of Indonesian society. This makes business actors 
more creative and compete fiercely to increase sales of their products. There are 
various ways that businesses can use to increase their product sales, one of which 
is through advertising. 
 This study aims: (1) To examine the legal arrangements regarding 
consumer protection in Indonesia and Malaysia based on the Consumer Protection 
Act. (2) To examine the similarities and differences between the Consumer 
Protection Laws in Indonesia and Malaysia. 
 This type of research is library research with a normative approach. The 
data collection technique is through literature study, and analyzed using 
qualitative methods. 
 The results of this study indicate that there are some differences and 
similarities between the comparison of consumer protection law regulations 
regarding misleading advertising information in Indonesia and Malaysia. As in the 
regulation regarding misleading advertising information in Indonesia and 
Malaysia, the legal arrangements are the same. 
 Based on the results of this research, it is hoped that it will become 
information and input for students, academics, practitioners, and all parties in 
need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 
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A. Latar Belakang 
Di jaman yang  modern ini proses transaksi jual beli semakin mudah 
di nikmati oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Hal itu membuat 
para pelaku usaha semakin keratif dan bersaing secara ketat untuk 
meningkatkan penjualan produk mereka. Ada berbagai cara yang dapat 
digunakan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan produk mereka, 
salah satunya yaitu melalui iklan. Mengutip Kementrian pendidikan dan 
kebudayaan RI, iklan adalah teks persuatif yang memadukan unsur gambar 
dengan kata-kata, unsur gerak dan unsur suara. Iklan adalah teks yang 




Menurut Courtland L. Bovee, iklan adalah suatu komunikasi non-
personal yang biasanya berbayar dan sifatnya persuasif tentang suatu 
produk, jasa, atau ide dari sponsor yang dimuat melalui berbagai media. 
Sedangkan menurut Kotler, iklan adalah bentuk penyajian dan promosi 
suatu barang, jasa dan ide secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu 
dimana untuk penayangannya biasanya harus membayar suatu media. 
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Kompas, „’ pengertian fdan fungsi iklan , poster, slogan‟‟ 
(https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/21/202000469/pengertian-dan-fungsi-iklan-slogan-





Menurut Terence A. Shimp, seorang pakar komunikasi asal Amerika 
Serikat, suatu iklan pada dasarnya memiliki empat fungsi, yaitu
2
: 
1. Memberikan informasi (informing). 
2. Membujuk (persuading). 
3. Mengingatkan (reminding). 
4. Memberikan nilai tambah (adding value). 
Menurut Tjiptono (2004), berdasarkan media yang digunakan iklan 
atau periklanan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu
3
: 
1. Media Cetak, yaitu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan 
dengan jumlah kata, gambar atau foto, baik dalam tata warna maupun 
hitam putih. Bentuk-bentuk iklan dalam media cetak biasanya berupa 
iklan baris, iklan display, suplemen, pariwara dan iklan layanan 
masyarakat. Jenis-jenis media cetak yaitu surat kabar, majalah, tabloid, 
brosur, selebaran dan lain-lain. 
2. Media Elektronik, yaitu media dengan teknologi dan hanya bisa 
digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Bentuk iklan dalam media 
elektronik biasanya berupa sponsorship, iklan partisipasi (disisipkan di 
tengah-tengah film atau acara), pengumuman acara/film, iklan layanan 
masyarakat, jingle, sandiwara, dan lain-lain. Jenis iklan pada media 
elektronik yaitu televisi, radio, internet, dan sebagainya. 
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 Kompas, „‟ pengertian dan fungsi iklan, poster, slogan‟‟ 
(https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/21/202000469/pengertian-dan-fungsi-iklan-slogan-
dan-poster) diakses 10 Desember 2020 pukul 8.40 
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 Kajian pustaka, Iklan dan Periklanan Pengertian, Fungsi, Sifat, Jenis dan Daya Tarik 10 





3. Media luar ruang yaitu media iklan (biasanya berukuran besar) yang 
dipasang di tempat-tempat terbuka seperti di pinggir jalan, pusat 
keramaian, atau tembok, dan sebagainya. Jenis-jenis media luar ruang 
meliputi billboard, baliho, poster, spanduk, umbul-umbul, transit (panel 
bus), balon raksasa dan lain-lain. 
4. Media lini bawah yaitu media-media yang digunakan untuk 
mengiklankan produk. Umumnya ada empat macam media yang 
digunakan dalam media lini bawah, yaitu pameran, direct mail, point of 
purchase, merchandising schemes dan kalender. 
Dalam kegiatan perdagangan atau jual beli, tentu tidak terlepas dari 
unsur konsumen atau pembeli. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan konsumen adalah setiap 
orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik 
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 
lain, dan tidak untuk diperdagangkan
4
. Sedangkan pengertian pelaku usaha 
sendiri adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 
Republik Indonesia. 
Kondisi ekonomi dan perdagangan Indonesia yang memburuk, banyak 
para pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui platform iklan 
online, seperti halnya melalui platform iklan instagram, market place dan 
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sosial media lainnya. Dimana banyak para pelaku usaha memasang iklan 
dalam platform sosial media dengan memberikan informasi mengenai suatu 
produk yang tidak  sesuai dengan kenyataan produknya. Hal ini tentunya 
melanggar aturan dalam etika periklanan sesuai dengan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen pasal 17 ayat (1) a yang berbunyi : 
“Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang 
mengelabui konsumen, mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan 
dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan 
barang dan atau jasa.”
5
 
Arti pentingnya periklanan di Indonesia disebabkan karena pembuatan 
undang-undang periklanan didasarkan oleh adanya kebutuhan pelaku usaha 
untuk beriklan yang mengalami pertumbuhan dengan sangat pesat. Bagi 
pelaku usaha, iklan merupakan suatu media yang sangat efektif untuk 
menjangkau konsumen dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang 
diproduksi. Apalagi di era globalisasi yang bercirikan perdagangan bebas 
antar negara pada saat ini perusahaan multinasional memperluas cakupan 
pemasaran produk yang dihasilkannya ke negara-negara lain yang belum 
pernah digarap sebelumnya.
6
 Maka arti pentingnya periklanan bagi 
konsumen sangatlah penting, dimana sudah diatur dalam Pasal 17 yang 
mengupas tentang periklanan dan mengenai tanggung jawab pelaku usaha 
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 Shidarta, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Gramedia Widiasarana Indonesia., 
Surabaya, 2004. hlm.213. 
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 Dedi Harianto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan, Ghalia 





terkait iklan yang diproduksi terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen. 
Mekanisme periklanan yang baik di Indonesia tentunya sudah diatur 
dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tepatnya dalam pasal 9 
yang berbunyi “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, 
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar”, kemudian 
dalam Pasal 12 yang berbunyi “Pelaku usaha dilarang menawarkan, 
mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan 
harga atau tariff khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku 
usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksankannya sesuai dengan 
waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikam atau diiklankan”, dan 
Pasal 17  ayat : 
(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang : 
a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 
kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan 
waktu penerimaan barang dan atau jasa, 
b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan ataua jasa; 
c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai 
barang dan atau jasa; 
d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan 
atau jasa; 
e. Mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang tanpa seizing yang 
berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 
f. Melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-
undangan menegnai periklanan 
(2) pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang 




Mekanisme periklanan di Malaysia yang baik adalah dengan cara 
dimana biaya dan tarif harus ditampilkan semuanya kepada konsumen tanpa 
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harus menutupi informasi yang sebenarnya. Pengaturan periklanan Malaysia 
diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 Malaysia.
8
 
Mengenai tentang iklan menyesatkan di Indonesia contohnya dimana 
pada tahun 2017 ditemukan kasus iklan menyesatkan yang terdapat dalam 
brosur prodak kangen water. Kangen water adalah air yang dihasilkan dari 
mesin ionisasi air kangen water buatan perusahaan PT enagic, dengan 
menggunakn teknologi cangih yang dinamakan proses elektrolisi, mesin 
kangen water sanggup merestukturrisasi air biasa dan mengubahnya menjadi 
air yang bersifat alkalik yang kaya akan anti oksidan dan cepat diserap oleh 
tubuh. Air kangen ini funginya ditujukan untuk menggantikan air minum 
yang biasa anda konsumsi se hari – har. Iklan pada produk kangen water 
menyebutkan bahwa produknya yang berupa mesin penyaring merupakan 
alat kesehatan yang dapat menghasilkan air yang ber khasiat  untuk 
menyembuhkan berbagai macam penyakit. Iklan pada brosur produk kangen 
water tersebut ternyata tidak sesuai dengan sebenarnya. Kementiran 
kesehatan tak mengakui informasi tentang manfaat kesehatan dalam brosur 
kangen water, mesin kangen water bukan alat medis dan kangen water tak 
diakui sebagai produk yang dapat menyehatkan dan menyembuhkan. 
Sedangkan kasus iklan menyesatkan di Malaysia mengenai 
pemesanan kamar hotel, penyewaan mobil, harga tiket pesawat, kebenaran 
mengenai hal tersebut sering kali disembunyikan dari konsumen di 
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 Ahmad Ibrahim dkk, Legislation On Consumers Protection Against Misleading 
Advertisment: A Comparative Studies Between Jordanian Legislation Malaysia Consumers 






Malaysia. Dalam banyak kasus, harga yang diiklankan bukanlah harga yang 
dikenakan pelanggan. Mereka seringkali secara substansial mengecilkan 
jumlah akhir yang harus dibayar, karena seringkali ada biaya wajib 




Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan 
judul “Perbandingan Pengatturan perlindungan hukum konsumen 
terkait informasi iklan menyesatkan di Indonesia dan Malaysia, karena 
penting adanya pengetahuan mengenai informasi kepada para konsumen 
yang lebih jelas dan terperinci, dan untuk para pelaku usaha agar bisa 
memberikan iklan dengan baik sesuai UUPK. Penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan sebagai bahan kajian ilmu hukum untuk pemerintah 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 
yang perlu dikaji, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan informasi iklan menyesatkan di indonesia dan 
malaysia? 
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen di Indoneisa dan Malaysia?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengkaji Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen di 
Indonesia dan Malaysia Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen  
2. Untuk mengkaji Persamaan dan Perbedaan Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen di Indoneisa dan Malaysia. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Penelitian dengan tema perlindungan konsumen telah banyak 
dilakukan oleh peneliti lain. Untuk memberikan gambaran posisi penelitian 
ini dihadapan penelitian-penelitian yang sudah ada, berikut peneliti 
ilustrasikan 3 (tiga) peneliti terkait: 
1. Naemah Amin, International Islamic University Malaysia “Protecting 





Consumer Protection (Amandment) Act 2010”
 10
. Artikel jurnal ini 
mengenai berbagai jenis kontrak untuk penyediaan barang atau jasa 
dalam kehidupan sehari-hari mereka di Malaysia. Dalam kebanyakan 
kasus, kontrak ini berisi persyaratan yang lebih menguntungkan bagi 
pelaku usaha tetapi tidak adil bagi konsumen. Kontrak bentuk standar 
yang dirancang oleh pedagang adalah kontrak umum dimana istilah-
istilah yang tidak adil dapat ditemukan. Contoh istilah-istilah yang 
tidak adil khususnya dalam bentuk klausul pengecualian yang dapat 
ditemukan atau dicetak dalam kuitansi faktur dan dokumen penjual 
lainnya. Penelitian menggunakan penelitian normatif. 
2. Adde Riyatna Harahab, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Sumatera Utara Medan, 2019.“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 
Akibat Iklan Yang Menyesatkan”
 11
. Hasil penelitian dari skripsi ini 
adalah bentuk iklan yang menyesatkan dan menimbulkan kerugian 
pada konsumen adalah bentuk iklan konsumen didalamnya telah 
melanggar prinsip-prinsip hukum bisnis dan melanggar pasal 4 UUPK 
tentang hak konsumen. Penelitian ini menggunakan dengan 
pendekatan yuridis normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif. 
3. Irwandhy Kusuma Yasin, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin 
Makasar 2013: “Perlindungan Konsumen terhadap Testimoni Iklan 
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 Naemah Amin, Protecting Consumers Againts Unfair Contract Terms In Malaysia 
: The Consumer Protection (Amandment) ACT 2010. Internasional Islamic University 
Malaysia, Malayan Law Journal Article Vol.1, 2013, hlm.1. 
11
 Adde Riyatna, Skripsi: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Iklan Yang 





Pengobatan Tradisional Herbal dan Akupuntur”
12
. Hasil dari 
penelitian ini adalah kesesuaian antara testimony iklan dan 
pengalaman pasien yang telah melakukan pengobatan herbal dan 
akupuntur. Iklan pengobatan tradisional herbal dan akupuntur yang 
beredar diletevisi maupun media cetak sebagian besar telah melanggar 
peraturan khususnya, peraturan periklanan dengan menjajikan 
pengobatan tanpa efek samping dan kesembuhan dalam waktu 
singkat, namun pada kenyataannya pengobatan tradisional tidak sesuai 
dengan janji yang diberikan oleh pelaku usaha melalui iklan. 
Pengobatan tentang tradisional tetap dapat menyebabkan efek 
samping sementara untuk kesembuhan, penegobatan memberikan efek 
yang berbeda bagi setiap konsumen. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian lapangan dan kepustakaan (library research). 
Berdasarkan tiga tinjauan penelitian diatas, yang mana membahas mengenai 
jenis kontrak bagi pedagang, kerugian terhadap iklan yang menyesatkan, 
dan pelanggaran terhadap iklan. Sedangkan dalam penelitian penulis, 
penulis akan membahas tentang perbandingan aturan hukum terkait iklan 
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E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 
penelitian kepustakaan (library research). Penelitian Kepustakaan 
adalah data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai 
data sekunder. Data sekunder meliputi surat-surat pribadi, buku-buku 




2. Pendekatan Penelitian 
Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan dari penelitian 
ini, peneliti mengadakan model pendekatan normatif. Pendekatan 
normatif yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif.
14
 Dalam 
melakukan penelitian ini penulis akan mencari kaidah-kaidah dan 
norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-
undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan 
perlindungan hak konsumen di Indonesia undang-undang no 8 tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen, dan di Malaysia diatur dalam 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Consumer Protection 
Act/CPA) Tahun 1999 
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3. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan 
penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder adalah 
sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau 
secara tidak langsung yang berupa: 
a. Data Sekunder 
Data sekunder adalah sumber data penelitian yang penelitian yang 
diperoleh melalui media perantara atau secraa tidak langsung yang 
berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang 
dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.
15
  
b. Data Primer 
Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 
sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber data primer 
yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Act/CPA) tahun 
1999. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 
studi kepustakaan tehadap bahan-bahan hukum. Metode Kepustakaan 
diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan 
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perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian.
16
 
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan karena informasi dan 
data yang diperoleh penulis bersumber dari buku-buku terkait 
penelitian, undang-undang, dan informasi tambahan yang diperoleh 
secara online melalui internet. 
5. Metode Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
teknik analisis data kualitatif yang bersifat deduktif. Metode kualitatif 
merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang diamati. Disamping itu, penulis juga menggunakan metode 
analisis data secraa deduktif, yakni penulis akan menjabarkan hal-hal 
bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus yang kalimat utamanya 
terletak diawal paragraf. 
 
F. Rencana Sistematika Penelitian 
BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penelitian. 
BAB II : LANDASAN TEORITIS, pada bab ini berisi tentang tinjauan 
tentang perbandingna hukum, tinjauan pengertian hukum di 
Indonesia dan Malaysia, tinjauan hukum tentang perlindungan 
                                                             
16





konsumen di Indonesia dan Malaysia, tinjauan tentang informasi, 
tinjauan tenang iklan, beberapa bentuk iklan yang mengandung 
unsur penyesatan dan penipuan di Indonesia, iklan menyastkan.  
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini  
menguraikan mengenai data hasil penelitian mengenai rumusan 
masalah yang berupa pengaturan informasi iklan menyesatan di 
Indonesia dan Malaysia. Persamaan dan perbedaan undang – 
undangan perlindungan konsumen di Indonesia dan Malaysia.  
BAB IV: Penutup, menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 










A. Tinjauan tentang perbandingan hukum 
Terhadap perbandingan hukum itu ada berbagai pandangan atau 
anggapan, yakni sebagai sejarah umum daripada hukum (General history of 
law) sebagai ilmu hukum, sebagai metode dan ilmu/ dan sebagai problem 
solving. 
1. Pengertian Perbandingan Hukum Secara Perdata di Indonesia 
Perbandingan Hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad 
ke 19 atau permulaan abad ke 20. Perbandingan Hukum Perdata menjadi 
lebih diperlukan karena dengan Perbandingan hukum dapat diketahui jiwa 
serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Apabila 
mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, 
bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. Tujuan Perbandingan 
Hukum semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaan saja, 
lebih jauh untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum 
yang diperbandingkan. Perbandingan Hukum mempunyai peranan yang 
penting dibidang hukum secara nasional maupun internasional.
17
 
Perbandingan hukum juga mempunyai fungsi penting dalam rangka 
penyempurnaan pembinaan, dan pembentukan hukum nasional.  
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Apabila mengetahui tentang Ilmu pengetahuan perbandingan Hukum 
kita dapat mengetahui hukum secara lebih luas, mendapat pandangan jauh 
ke muka. Last but not least  bahwa ternyata perbandingan hukum juga 
mempunyai arti yang penting sekali  dalam praktik. Maksud dari 
memperbandingkan hukum disini ialah mencari dan mensinyalir 
perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi 
penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan 
bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor 
non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.
18
 
Objek perbandingan hukum ialah sistem atau bidang hukum di 
negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum, misalnya hukum 
perdata dapat dibandingkan dengan hukum perdata tertulis atau bidang-
bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum seperti 
misalnya syarat kausalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi 
perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem / bidang hukum 
asing diperbandingkan dengan sistem / bidang hukum sendiri, misalnya 
law of contract dibandingkan dengan hukum perjanjian.
19
 Perbandingan 
hukum itu sendiri mempunyai sejarah yang sangat panjang dan telah 
dikenal sejak zaman : 
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a. Plato (430-470 SM) dilakukan kegiatan memperbandingkan hukum. 
Dalam karyanya Politeia (Negara), Plato memperbandingkan beberapa 
bentuk negara. 
b. Aristoteles (384-322 SM) dalam politiknya memperbandingkan 
peraturan-peraturan dari berbagai negara. 
c. Theoprastos (372-287 SM) memperbandingkan hukum yang berkaitan 
dengan jual beli di berbagai negara. 
d. Collatio (Mosaicarium et Romanium Legum Collatio), yaitu suatu 
karya yang penulisnya tidak dikenal, diperbandingkan antar unndang-
undang Mozes (Pelateuch) dengan ketentuan-ketentuan yang mirip 
dari hukum Romawi (Rene de Groot, 1988:24). 
e. Studi perbandingan antara organisasi negara dari Inggris dengan 
Perancis dilakukan oleh Fortescue kira-kira pada tahun 1930. 
f. Montesquie (1687-1755) dalam L’espirit delois (1748) 
memperbandingkan organisasi negara Inggris dan Perancis. 
g. Leibniz (1646-1716) menulis suatu uraian tentang semua sistem 
hukum seluruh dunia. Ia yakin dengan cara itu dapat menemukan 
dasar semua hukum. 
Perbandingan hukum dikenal juga dalam beberapa istilah asing 
seperti Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law, 
Droit Compare, Rechtsgelijking. Dalam Blacks Law Dictionary 





mengenai prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai 
macam sistem hukum.  
Perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa 
asing, diterjemahkan sebagai berikut
20
 Comparative law (bahasa Inggris), 
Vergleihende rechstlehre (bahasa Belanda), Droit compare (bahasa 
Perancis). Istilah di tersebut sering diterjemahkan lain yaitu sebagai 
conflict law atau dialih bahasakan menjadi hukum perselisihan yang 
artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di indonesia.Menurut Barda 
Nawawi Arief dalam bukunya yang mengutip beberapa pendapat para ahli 
hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain
21
. 
Pendapat pertama yang dikutip adalah Rudolf B.Schlesinger 
mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode 
penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh penetahuan yang lebih 
dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah 
perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, 
melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari 
suatu masalah hukum.  
Pendapat kedua yang dikutip adalah pendapat Winterton 
mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu 
perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut 
menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. Gutteridge 
menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu 
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metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. 
Gutteridge membedakan antara comparatif law dan foreign law (hukum 
asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua system 
hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah 
mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan 
sistem hukum yang lain. 
Pendapat Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George 
Winterton Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu 
perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam 
bidang hukum. Sedangkan Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum 
sebagai cadang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda 
perbandingan) mempunyai lingkup (isi) dari kaidah-kaidah hukum, 
persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar 
kemasyarakatannya. Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa 
perbandingan hukum mencakup “analysis and comparison of the 
laws”.Pendapat tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk 
mengakui perbandingan sebgai cabang ilmu hukum
22
.  
Menurut Barda Nawawi Arief yang berpendapat perbandingan 
hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secar sistematis 
hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan 
mempergunakan metoda perbandingan
23
 Berdasarkan definisi para ahli 
mengenai perbandingan hukum dapat ditarik kesimpulan yaitu 










perbandingan hukum adalah sebagai suatu disiplin ilmu sekaligus sebagai 
cabang ilmu hukum, pada awalnya dipahami sebagai salah satu metoda 
pemahaman sistem hukum, disamping sosiologi hukum. Menurut Polack, 
seperti yang dikutip R. Soeroso dalam buku milik Barda Nawawi Arief, 
tujuan perbandingan hukum adalah membantu menelusuri asal-usul 
perkembangan dari konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Jika 
ditelaah lebin lanjut, maka tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata 
untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan daripada hukum yang 
dibandingkan, namun yang penting adalah untuk mengetahui sebab-sebab 
dan latar belakang dari pada perbedaan dan persamaan tersebut. Adapun 
manfaat mempelajari perbandingan hukum adalah untuk
24
: 
1. Unifikasi hukum. 
2. Harmonisasi hukum. 
3. Mencegah adanya chauvinism hukum nasional (secara negative) dan 
menempuh kerja sama internasional (Secara positif). 
4. Memahami hukum asing  
5. Pembaruan hukum nasional.  
2. Pengertian Perbandingan Hukum Secara Perdata di Malaysia 
Perbandingan hukum di Malaysia diartikan sebagai berikut, Hukum 
komparatif atau perbandingan hukum adalah studi tentang perbedaan dan 
persamaan antara hukum dari berbagai Negara
25
. Pentingnya 
perbandingan hukum telah meningkat pesat di era internasionalisme saat 
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ini, khususnya dibidang globalisasi ekonomi, dan demokratisasi. Manfaat 
membandingkan hukum dengan negara lain yaitu salah satunya untuk 
mengkoreksi dan mengisi kekosongan terhadap hukum yang telah 
berlaku, selain itu juga adanya unifikasi terhdap hukum. 
Perbandingan hukum dapat membantu lembaga-lembaga hukum 
internasional, seperti sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam 
menganalisis undang-undang dari berbagai negara mengenai kewajiban 
perjanjian mereka. Perbandingan hukum dapat memberikan wawasan 
tentang pertanyaan tentang transplantasi hukum, yaitu transplantasi 
hukum dan lembaga hukum dari satu sistem ke sistem lainnya
26
. Dapat 
disimpulkan bahwa hukum disuatu negara tidak sama pengaturannya 
dengan negara lain, ada beberapa aspek yang diterapkan disuatu Negara 
namun tidak di negara lain. Komparatif merupakan pengembangan teori 
hukum umum. Hukum komparatif berfungsi sebagai disiplin ilmu yang 
mencoba untuk memahami berbagai sistem hukum dalam totalitas dan 
dalam hubungan mereka satu sama lain, tanpa harus berusaha 
menghindari atau meminimalkan perbedaan yang ada di antara mereka
27
 
Cara lainnya yaitu dengan melihat masyarakat tersebut seperti 
kebiasaan adatnya, hal stersebut bisa menjadi dasar pembuatan hukum 
yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat disiplin sosial. Awal abad ke-
20 berbagai tujuan dianggap berasal dari Hukum Komparatif yaitu harus 
menginformasikan pembuatan undang-undang nasional, membantu hakim 









dalam penyelesaian pertanyaan-pertanyaan sulit, memberikan dasar untuk 
penyatuan atau harmonisasi hukum, atau sekadar menambah pengetahuan 
dan memperluas kesadaran, terutama dalam pendidikan hukum
28
 
Pembahasan di atas mengenai perngertian perbandingan hukum di 
Indonesia dan Malaysia dapat disimpulkan bahwa pengertian 
perbandingan hukum di Indonesia adalah berbagai macam hukum seperti 
perdata dan pidana, hal itu untuk membandingkan dengan aturan hukum 
luar atau untuk membedakan dengan hukum luar. Sedangkan 
perbandingan hukum di Malaysia Hukum komparatif atau perbandingan 
hukum adalah studi tentang perbedaan dan persamaan antara hukum dari 
berbagai Negara yang mempunyai aturan sesuai Undang-Undang yang 
berlaku dan melihat system hukumnya serta kebudayaan. 
 
B. Tinjauan Pengertian Hukum di Indonesia dan Malaysia 
1. Pengertian Hukum di Indonesia  
Hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan baik itu 
berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Seperangkat aturan tersebut 
berguna untuk mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Siapa 
saja yang melanggar aturan tersebut maka akan diberikan sanksi berdasar 
Undang – Undang yang berlaku. Pengertian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa hukum merupakan aturan-aturan dan norma-norma sebagai 







penyusunnya. Hukum ini dapat disajikan dalam berbagai bentuk, baik itu 
secara tertulis maupun tidak tertulis
29
.  
Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 
kemungkinan di bawah ini yaitu
30
:  
a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis. 
b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.  
c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.  
d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.  
e. Menurut tujuan yang ingin di capainya. 




a. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan 
akan diputuskan oleh pengadilan.  
b. Paul Bohannan yang berpaham antropologis, hukum merupakan 
himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.  
c. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum 
sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan 
kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.  
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d. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah 
keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara 
keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain 
sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.  
e. Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah 
memaksa terhadap tingkah laku manusia. Dengan demikian beberapa 
rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan 
apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi 
defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau 
diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum 




Para ahli juga merumuskan tujuan dari pengertian hukum diuraikan 
beberapa di antaranya. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata 
bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh 
filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya Ethica Nicomachea dan 
Rhetorika yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci 
yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya
33
.  
Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham 
bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah 
saja. Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang 
banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut 










Bentham hakikat kebahagian adalah kenikmatan dan kehidupan yang 
bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan 
adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan 
mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik 
buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik 
jika tindakan itu menghasilkan  
Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran 
positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai 
sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan 
aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya 
kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan 
sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Kebaikan sebaliknya, 
dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugiaan). Menurut 
penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa 
tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas 
anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum 
dapat terwujud. 
2. Pengertian Hukum di Malaysia 
Pengertian hukum adalah aturan perilaku yang dikembangkan oleh 
pemerintah atau masyarakat atas suatu wilayah tertentu. Hukum 
mengikuti praktik dan kebiasaan tertentu untuk menangani kejahatan, 





dikendalikan dan ditegakkan oleh otoritas pengendali. Mari kita telaah 
berbagai definisi hukum oleh penulis yang berbeda secara rinci
34
 
Para ahli menyimpulkan definisi hukum sebagai berikut
35
 Menurut 
John Austin menyatakan "Hukum adalah kumpulan kumpulan aturan 
yang ditetapkan oleh seorang pria sebagai superior secara politik, atau 
berdaulat bagi pria, sebagai subjek politik". Dengan demikian, definisi ini 
mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti oleh 
setiap orang, terlepas dari statusnya.  Definisi hukum menurut Hans 
Kelsen bahwa hukum adalah 'ilmu normatif'. Dalam definisinya, hukum 
tidak berusaha mendeskripsikan apa yang harus terjadi, melainkan hanya 
mendefinisikan aturan tertentu yang harus dipatuhi. Pembahasan di atas 
dapat ditarik kesimpulan hukum adalah suatu aturan yang mengikat di 
setiap mahluk hidup dan mempunyai batasan-batasan yang di atur. 
 
C. Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia dan 
Malaysia 
1. Pengertian Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia 
Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen 
adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendir, keluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari 
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pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur 
definisi konsumen
36
. Yaitu sebagai berikut: 
a. Setiap orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap 
orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Mamun 
istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual 
yang lzim disebut natuurlijke person atau termasuk bahan hukum 
(rechtspersoon). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga 
bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.  
b. Pemakai Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang 
perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen 
adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah kata “pemakai” 
dalam hal ini digunakan untuk rumusan Perlindungan Konsumen, 
ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa 
yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.  
c. Barang dan/atau Jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, 
sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini 
“produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang 
perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, 
baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 
bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat 
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan 
oleh konsumen.  
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d. Yang tersedia dalam Masyarakat Barang dan/atau jasa yang 
ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran (lihat 
juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan 
yang makin kompleks ini, syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh 
masyarakat konsumen. 
e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup 
lain Transaksi konsumen ditunjukan untuk kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak 
sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga 
barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri 
sendiri dan kelaurganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya 
seperti hewan dan tumbuhan.  
f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Pengertian 
konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. 
Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan 
konsumen di berbagai Negara.  
Definisi perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 
angka 1 Undang- Undang Republik Indonsia  Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberikn perlindungan kepada 
konsumen
37
. A.z Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan 
konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas 
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atau kaidah-kaidah yan bersifat mengatur dan mengandung sifat yang 
melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah 
hukum yang mengatur dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain 
berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.
38
. 
ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen 
merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa 
hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum 
konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang di dalamnya terdapat 
kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen 
adalah aspek perlindungannya. Misalnya bagaimana cara 
mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.
39
 
Upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut 
tidak saja terhadap tindakan preventif tetapi juga tindakan represif dalam 
semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen, maka 
pengaturan perlindungan dengan cara, yaitu:
40
  
1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum. 
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan 
seluruh pelaku usaha. 
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.  
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4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang 
menipu dan menyesatkan.  
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan 
perlindungan 
6. Konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang 
lainnya. 
2. Pengertian Tentang Perlindungan Konsumen di Malaysia 
Berdasarkan Undang-Undang Malaysia act 1999 Consumer Protection 
konsumen adalah orang yang memperoleh atau menggunakan barang atau 
jasa dari jenis biasanya diperoleh untuk keperluan pribadi, rumah tangga 
atau rumah tangga, penggunaan atau konsumsi
41
. Tidak memperoleh atau 
menggunakan barang atau jasa, atau menahan dirinya sendiri sebagai 
mendapatkan atau menggunakan barang atau jasa, terutama untu tujuan: 
(i) memasok mereka dalam perdagangan, (ii) mengkonsumsinya selama 
proses produksi proses; atau (iii) dalam hal barang, memperbaiki atau 
merawat, dalam perdagangan, barang atau perlengkapan lain di darat. 
Berdasarkan Undang-Undang Malaysia act 1999 Consumer Protection 
pengertian Keamanan termasuk dalam biaya atau beban, sedangakn 
Layanan termasuk hak, manfaat, hak istimewa atau fasilitas yang sedang 
atau akan diberikan, diberikan atau diberikan berdasarkan kontrak apa 
pun, tetapi tidak termasuk hak, manfaat atau keistimewaan dalam bentuk 
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D. Tinjauan tentang Informasi 
1. Pengertian Informasi di Indonesia  
Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses 
dan diolah sedemikian rupa sehingga meghasilkan sesuatu yang bisa di 
pahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya.  
Data dan adalah bahan baku informasi tetapi tidak semuanya bisa 
diolah menjadi informasi. Istilah informasi berasal dari bahasa prancis 
kuno “informacion” yang mengambil dari bahasa latin, informare yang 
artinya “aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan”.  
Selain pengertian diatas para ahli juga berpendapat mengenai 
informasi. Informasi menurut Turban et al merupakan data yang telah 
diorganisir sehingga memberikan arti dan nilai kepada penerimanya. 
Sedangkan menurut Jogiyanto, Informasi adalah data yang diolah 
menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 
menerimanya. Dapat dikatakan bahwa data merupakan bahan mentah, 
sedangkan informasi adalah bahan jadi atau bahan yang telah siap 
digunakan, Jadi, sumber dari informasi adalah data
43
. 
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Menurut Jogiyanto H.M. Informasi adalah hasil pengelolahan data 
menjadi bentuk yang lebih bermanfaat bagi si penerima dan 
menggambarkan peristiwa nyata yang dapat digunakan dalam mengambil 
keputusan. Informasi juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan 
manusia, terutama di era informasi saat ini. Berikut fungsi informasi bagi 
manusia. 
a. Sebagai sumber berita informasi disampaikan melalui media-media 
pemberitaan seperti televisi, radio, website/blog atau portal berita 
daring. 
b. Sumber pengetahuan baru meskipun sudah umum dan banyak 
diketahui orang lain sebuah informasi bisa menjadi sumber 
pengetahuan bagi orang lainnya yang belum pernah mendapatkan 
informasi tersebut. 
c. Memberikan kepastian informasi yang lengkap dan valid dari sumber 
terpercaya akan memebrikan kepastian sehingga anda dapat 
mengambil keputusan dengan yakin dan tepat. 
d. Alat untuk menyosialisasikan kebijakan sebuah kebijakan perlu 
disosialisasikan sebelum di berlakukan agar dipahami dengan baik 
dan benar. Informasi yang benar bisa menjadi alat yang efektif dalam 
mengkomunikasikan kebijakan tersebut. 
e. Alat untuk memengaruhi masyarakat informasi tidak saja berguna 
bagi penerima tetapi juga pihak yang menyampaikan informasi yang 





informasi missal nya untuk membeli sebuah produk atau dalam 
memilihi pemimpin. 
Informasi juga mepunyai manfaat sesuai definisinya setiap informasi 
haruslah memberikan manfaat, manfaat tersebut sangat beragam 
diantaranya meminimalkan resiko dalam mengambil keputusan yang 
salah, memberikan gambaran yang tepat dan faktual sesuai dengan 
kondisi yang ada saat ini, menyajikan tren atau kecenderungan tentang 
suatu hal di masa mendatang, mengurangi potensi keresahan akibat 
kondisi yang tidak pasti, menjadi dasar dalam menentukan solusi dari 
sebuah permasalahan, mengefektifkan alur kerja dalam sebuah 
organisasi, mempertahankan citra positif perusahaan dan 
meningkatkan kepercayaan, memberikan bukti valid kepada pihak 
lain. Ciri dari informasi yang benar atau berkualitas yaitu memuat 
berita yang akurat, tepat waktu, relevan. Dalam keseharian tentunya 
banyak sekali informasi yang didapatkan. Untuk lebih memahami 
informasi yang diterima berikut ini akan di sebutkan jenis-jenis 
informasi yang biasa ditemukan. Informasi berdasarkan fungsi dan 
kegunaannya, jenis informasi berdasarkan format penyajiannya, jenis 









2. Pengertian Informasi di Malaysia  
Informasi atau sering di sebut dalam Negara Malaysia adalah 
maklumat sedangkan arti maklumat sendiri berarti pemberitahuan 
informasi atau pengumuman. 
 
E. Tinjauan Tentang Iklan 
1. Pengertian Iklan di Indonesia  
Iklan sebagai sarana informasi bagi konsumen selain untuk 
mengetahui semua jenis produk barang dan jasa yang ada dipasaran juga 
untuk mengetahui produk konsumsi yang mereka butuhkan baik melalui 
media cetak maupun elektronik. Melalui iklan, pelaku usaha mencoba 
memancing dan membangkitkan minat konsumen untuk membeli produk. 
Di samping sebagai alat informasi, iklan bagi pelaku usaha adalah media 
yang sangat dibutuhkan untuk memasarkan produknya, menaikan jumlah 
penjualan dan dianggap sebagai media yang paling ampuh menarik 
konsumen untuk memebeli produk yang ditawarkan
44
Iklan yaitu sebuah 
alternative yang digunakan sebagai alat promosi, memperkenalkan dan 
menawarkan suatu barang kepada para konsumen. Dengan adanya iklan 
seorang pelaku usaha dapat mempermudah dalam mensosialisasikan  
produk usahanya kepada konsumen. Tanpa harus terjun langsung ke 
lapangan. Iklan juga sangat bermanfaat bagi para konsumen atau 
masayarakat luas guna untuk mendapat suatu barang atau jasa untuk 
dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan sehar-hari. Tetapi juga dalam 
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periklanan harus memperhatikan peraturan periklanan yang di tentukan 
oleh undang-undang yang berlaku. Hal itu bertujuan agar supaya iklan-
iklan yang ada dapat bermanfaat bagi konsumen dan tidak melanggar 
aturan yang berlaku dalam arti luas iklan tersebut tidak mengelabui 
ataupun menyesatkan para konsumen. 
2. Pengertian  Iklan di Malaysia  
adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai 
agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan, pemberitahuan 
kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di 
dalam media massa (seperti surat kabar dan majalah) atau di tempat 
umum
45
. Pengertian iklan menyesatkan di Indonesia dan Malaysia adalah 
informasi yang mengandung unsur penipuan atau tidak benar. 
3. Fungsi Iklan  
a. Mengkomunikasikan berbagai atribut produk dalam arti menjelaskan 
secara mendetail tentang produk yang sesuai atuaran yang berlaku. 
b. Membujuk konsumen sehingga mau membeli produk tersebut artinya 
pengiklanan bertujuan utuk merayu atau pun berusaha untuk 
mendapatkan pembeli (konsumen). 
4. Hal yang dilarang dalam periklanan 
Pengaturan mengenai periklanan di atur dalam Undang-Undang No 
8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tentang larangan-larangan 
bagi pelaku usaha yang berhubungan dengan kegiatan mempromosikan 
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atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan cara yang tidak benar 
atau menyesatkan mengenai. Bahaya penggunaan barang atau jasa, 
Kegunaan barang atau jasa, Harga dan tarif suatu barang atau jasa dan 
aturan lainnya. 
Peraturan diatas dimaksudkan agar dalam melakukan kegiatan 
periklanan pelaku usaha selalau memperhatikan nilai-nilai positif, 
manfaat dari suatu barang tersebut dan cara menampilkanya juga tidak 
secara sembarangan. Tetapi juga harus memperhatikan norma-norma 
kesopanan, agama dan lain sebagainya. Tetapi sejauh ini masih banyak 
ditemui beberapa iklan yang tidak memperdulikan ketentuan-ketentuan 
yang ada. Dimana cara menampiklannya masih melanggar aturan atau 
ketentuan-ketenutan yang berlaku. 
5. Peraturan Tentang Periklanan 
Di Indonesia terdapat suatu tempat yang mengawasi tentang 
periklanan salah satunya adalah PPPI (persatuan perusahhan periklanan 
Indonesia) PPPI menghimbau agar konsumen berikap kritis terhadap 
iklan, dengan cara meminta konsumen melaporkan iklan-iklan yang 
bermasalah atau melanggar peraturan dan etika kedalam web yang telah 
disediakan.  
Peraturan dan Undang-Undang yang terkait tentang periklanan 
adalah: 
1. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Periklanan Konsumen. 





3. Undang-Undang No 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran. 
4. Undang-Undang No Tahun 1996 Tentang Pangan. 
5. PP No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. 
Selain Undang-Unadang ada aturan tentang tata krama dan cara 
periklanan di Indonesia yaitu berupa kode etik profesi dank ode tetik 
bisnis. Refrensi dan acuan untuk mengkategorikan sebagai iklan yang 
menyesatkan atau mengelabui, menurut saidi (2003) ada dua pendekatan 
yaitu. 
1. Moral dan Etika (menekankan kepada kaidah-kaidah norma social 
dan etika yang berlaku dimasyarakat mengenai apa yang diatur dan 
apa yang dilarang). 
2. Hukum positif (Undang-Undang atau Peraturan yang berlaku dan 
dibuat oleh DPR) 
 
F. Beberapa bentuk iklan yang mengandung unsur penyesatan dan 
penipuan di Indonesia  
1. Iklan pancingan (bait and switch advertising), yang dapat dikategorikan 
iklan pancingan adalah iklan sebenarnya tidak berniat untuk menjual 
produk yang ditawarkan, melainkan lebih ditujukan pada menarik 
kunjungan konsumen ke tempat usaha tersebut. Iklan jenis ini 
menawarkan barang-barang tertentu dengan harga khusus semacam 
diskon atau janji pemberian hadiah, padahal pelaku usaha tidak berniat 





dimana konsumen kemudian menemukan kenyataan yang tidak sesuai 
sebagaimana dijanjikan mengenai hal yang diiklankan. 
2. Iklan menyesatkan (mock-up advertising). Klasifikasi iklan ini sedikit 
berbeda dengan iklan pancingan. Iklan jenis ini biasanya hanya ingin 
menunjukkan keampuhan suatu produk denganmelalui penggambaran 
yang berlebihan. Biasanya iklan yang demikian, dengan menggunakan 
media televisi akan menghasilkan efek tayangan yang mengesankan. Dari 
fenomena di atas jelas tampak bahwa ternyata informasi telah 




Segala sesuatu hal harus memiliki informasi yang credible apabila tidak 
memnuhi unsur tersebut maka informasi yang diberikan kurang dapat 
dipercaya dan diragukan kebenarannya. Banyak yang memberikan informasi 
yang tidak credible hal tersebut dapat menimbulkan informasi yang 
menyesatkan dan tidak benar. Iklan menyestkan yang ada saat ini dan marak 
terjadi di media social adalah dibidang ecomers. Penjualan barang yang 
dilakukan melalui ecomers kebanyakan tidak sesuai dengan aturan undang-
undang perlindungan konsumen yang bisa menimbulkan kesalah pahaman 
antara penjual dan pembeli, yang akibatnya pembeli selalu dirugikan oleh 
informasi iklan yang tidak benar. 
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G. Iklan yang Menyesatkan 
Iklan di identikan sebagai media promosi dan pengenalan bagi produk 
yang akan diproduksi atau dijual ke masyarakat. Undang-Undang No 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 
(6) menyebutkan :  “promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan 
informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen 
terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan” 
Di dalam menentukan bentuk-bentuk iklan, terlebih dahulu membedakan 
iklan menjadi 2 (dua) macem iklan yaitu iklan media elektronik (televise, 
radio, internet dan sebagainya) dan non media elektronik (surat kabar, 
majalah, brosur, reklame dan sebagainya). Iklan yang melalui media televise  
merupakan media favorit yang kerap kali menjadi pilihan utama pelaku usaha. 
Iklan televise mengambil peran penting di antaranya : 
a. Iklan televisi berperan penting dalam membanggun dan 
menggembangkan citra positif bagi suatu perusahaan dan produk yang 
dihasilkan. 
b. Membentuk opini public yang positif terhadap perusahaan tersebut. 
c. Mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap produk konsumsi dan 
perusahaan yang memproduksinya. 
d. Menjalin komunikasi secara efektif dan efisien dengan masyarakat luas, 
sehingga dapat membentuk pemahaman yang sama antara terhadap suatu 





Dalam kegiatan bisnis periklanan ada beberapa pihak dalam bisnis 
periklanan yaitu sebagai berikut : 
1. Perusahaan periklanan (advertising). 
2. Media periklanan (media masa ). 
3. Pemasang iklan (pengiklan). 
4. Konsumen yaitu pemakai dan penikmat produk yang di iklankan. 
5. Pemerintah selaku pengawas berjalanya aturan main (rule of the game) 
yang baik dan jelas dalam bisnis periklanan. 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata “menyesatkan” 
berasal dari kata “sesat” artinya “salah jalan tidak melalui jalan yang benar” 
namuan apabila kata “sesat” ditambah awalan “me” dan akhiran “kan” maka 
ia akan berubah menjadi kata “menyesatkan” yang mengandung arti 
“membawa ke jalan yang salah, menyebabkan sesat (salah jalan)”. Sedangkan 
kata “iklan” menurut kamus besar bahasa Indonesia mengandug arti : 
1. Berita pesan untuk mendorong membujuk kepada khalayak umum tentang 
benda dan jasa yang ditawarkan. 
2. Pemberian kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual, 
dipasang didalam media masa seperti surat kabar atau majalah. 
Kewajiban pelaku usaha seperti pada ketentuan pasal 7 huruf b Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah : 
“memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai  kondisi dan 
jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunanan 





Kemudian menurut tata krama dan tata cara periklanan Indonesia  
menurut asas-asas umum periklanan harus memuat : 
1. Iklan harus jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan 
hukum yang berlaku. 
2. Iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan merndahkan martabat 
Negara, agama, adat budaya, hukum dan golongan. 
3. Iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat. 
Kriteria iklan yang menyesatkan di televise apabila merujuk pada          
presepektif hukum positif di Indonesia antara lain yaitu : 
a. Iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 
kegunaan, harga, tarif, jaminan, dan garansi barang dan atau jasa dimana 
pelaku usaha tidak bisa bertanggungjawab dan memenuhi janji-janji 
sebagai mana dinyatakan dalam iklan yang ditanyangkan di televise. 
b. Memberikan informasi secara keliru, salah maupun tidak tepat mengenai 
barang atau jasa. 
c. Memberikan gambaran secara tidak lengkap mengenai informasi barang 
atau jasa. 
d. Hal lain yang dilarang dan melanggar ketentuan hukum oleh pelaku 
uasaha aadalah memberikan informasi yang berlebihan mengenai kualitas, 
sifat, kegunaan, kemampuan, barang dan atau jasa dan membuat 







BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Informasi Iklan  Menyesatkan di Indonesia dan Malaysia. 
1. Pengaturan Informasi Iklan Menyesatkan di Indonesia 
Pengaturan mengenai informasi iklan merupakan pengaturan yang 
didalamnya terdapat sebuah peraturan mengenai iklan seperti cara 
pengiklanan yang baik, informasi real mengenai suatu produk yang 
diiklankan dimana tidak ada informasi palsu atau menyesatkan untuk 
disampaikan kepada masyarakat umum. Pengaturan mengenai informasi 
iklan ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, prumusannya mengacu pada filosofi 
pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan 
perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia 
Indonesia seutuhnya yang berdasarkan pada falsafah kenegaraan Republik 
Indonesia yaitu dasar Negara Pancasila dan konstitusi Negara Undang-
Undang Dasar 1945. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir. Hal ini dijelaskan dalam 
penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang perlindungan konsumen 
Tahun 1999 di Negara Indonesia bahwa di dalam keputusan ekonomi 
dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir 
adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan 
konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk 





konsumen dalam Undang- Undang ini adalah konsumen akhir. Lima Asas 
perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen di Negara Indonesia. Asas manfaat di 
maksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 
sebesar-besarnya bagi kepentigan konsumen dan pelaku usaha secara 
keseluruhan. Asas keadilan yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat di 
wujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 
kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan artinya unruk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelakusaha, dan pemerintah 
dalam arti materil ataupun spiritual. Asas keamanan dan keselamatan 
konsumen dimaksud untuk memberikan jaminan atas ke amanan dan 
keselamatan kepada konsumen dalam pengguna, pemakaian dan 
pemanfaatan barang dan atau jas yang di konsumsi atau digunakan. Asas 
kepastian hukum menjelaskan agar baik pelaku usaha maupun konsumen 
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 
perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
di Negara Indonesia disahkan oleh presiden BJ Habibie pada tanggal 20 
April 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen di undangkan di Jakarta padal tanggal 20 april 





mengetahuinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen ditetapkan dalam lembaran Negara republic 
Indonesia Tahun 1999 Nomoer 22. Penjelasan atas Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan kosumen ditempatkan dalam 
tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3821. Dasar hukum 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
adalah pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 dan pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945
47
. dan sedangkan di Malaysia diatur dalam Babak 
Nomor 599 tentang Perlindungan Konsumen ACT 1999. 
Umtuk  pengaturan yang lebih tegas tentang iklan dapat ditemukan 
dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI). Etika ini terakhir kali direvisi pada 
tahun 2005 menurut EPI, iklan adalah pesan komunikasi pemasaran 
tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui media, di biayai oleh 
pemrakarsa yang dikenal, serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh 
masyarakat. Produk yang diiklankan, pada dasarnya terdiri dari barang 
dan/atau jasa.
48
 Karena didalam pelaku usaha terkait produk yang 
diiklankan, dimana  setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan 
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
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perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 
ekonomi. 
Menurut Rhenald Kasali, iklan merupakan suatu pesan yang 
menawarkan suatu produk yang ditujukan untuk masyarakat melalui suatu 
media. Beda dengan pengumuman biasa, iklan lebih membujuk orang 
untuk membeli. Maka munculah suatu pengaturan terkait perlindungan 
konsumen dalam iklan yang menmberikan informasi yang tidak sesuai 
dengan fakta yang mengarah kepada penipuan. 
Sebagian besar Iklan di Indonesia cenderung menyesatkan dan 
mengandung unsur penipuan didalamnya, dimana suatu iklan yang 
dilebih-lebihkan untuk mengundang para konsumen agar melirik produk 
terkait.  Iklan menyesatkan dengan unsur penipuan ini banyak sekali 
dijumpai dalam media elektronik maupun media cetak, seperti : 
a. Iklan tentang perumahan yang menyatakan jarak antara perumahan 
dengan pusat kota “hanya 15 menit saja” tetapi iklan tersebut tanpa 
keterangan lebih pasti tentang bagaimana jarak tersebut ditempuh, 
menggunakan alat transportasi sehingga dapat menempuh jarak 
tersebut. Padahal ukuran waktu 15 menit apakah untuk mereka yang 
berjalan kaki, naik sepeda motor, naik mobil atau lewat jalan tol. 
Salah satunya tentu saja benar menurut seorang yang memakai 
kendaraan pribadi dan melalu jalan tol. Slaah satunya tentu saja benar 
menurut seorang yang memakai kendaraan pribadi dan melalui jalan 





menggunakan sepeda motor waktu yang ditempuh akan sama seperti 
yang menggunakan mobil pribadi sedangkan calon pengguna 
perumahan tersebut tidak mungkin semua menggunkan kendaraan 
pribadi. 
b. Iklan produk kecantikan yang umumnya menonjolkan atau 
mengekploitasi hal-hal yang bersifat menjanjikan kecantikan dan 
keberhasilan produk kecantikan akan tetapi disisi lain iklan tidak 
menginformasikan akibat-akibat buruk atau efek samping yang dapat 
merugikan konsumen. 
c. Iklan obat yang tidak menyebutkan “batas usia penggunaan” sehingga 
tidak ada peringatan dari produsen untuk membaca terlebih dahulu 
bagaimana baik dan buruk obat tersebut. 
d. Susu kental manis yang tidak menyebutkan batasan usia konsumen 
yang dapat mengkonsumsianya, karena bisa jadi yang mengkonsuamsi 
susu tersebut adalah bayi, karena sebenarnya susu tersebut tidak 
disarankan untuk dikonsumsi oleh bayi. 
Melihat sebagian contoh iklan-iklan diatas membuktikan bahwa masih 
banyaknya praktek terkait iklan yang tidak jujur dan tidak bertanggung 
jawab, padahal sudah terdapat peraturan terkait dilarangnya para pelaku 
usaha untuk melakukan promosi berkaitan dengan iklan yang tidak jujur. 
Hal ini tentu saja sangat merugikan para konsumen diluar sana, karena 
efek samping dari dari produk yang diiklankan tersebut akan dipikul oleh 





masih berjalannya praktek-praktek iklan yang tidak bertanggung jawab 
yang dilakukan oleh pelaku usaha dikarenakan lemahnya sanksi yang 
diberikan kepada pelaku usaha, dan kurangnya pemahaman mengenai 
pengaturan iklan menyesatkan bagi para konsumen.  
Terdapat beberapa kategori iklan yang telah melanggar cara (kode 
etik) periklanan dan melanggar aturan Undang-Undang berdasarkan data 
yang telah dicatat oleh Badan Pengawas Periklanan Indonesia (BPPI). 
Pelanggaran kode etik iklan :  
a. Penggunaan kata-kata yang berlebihan seperti “ter”, “paling”, “nomor 
satu” dan sejenisnya tanpa menjelaskan efek samping dari produk 
tersbeut. 
b. Adanya “perbandingan langsung”, iklan yang baik tidak akan 
membandingkan produknya secara langsung dengan produk-produk 
pesaingnya. Apabila perbandingan ini diperlukan, maka dasar 
perbandingan harus sama dan jelas secara esensi sehingga konsumen 
tidak disesatkan dengan perbandingan tersebut. 
c. Setiap Iklan yang di produksi menyatakan bahwa produk yang di 
hasilkan adalah yang terbaik dan no satu di pasaran. Dan tidak  
merendahkan produk lain dan peniruan tidak boleh beredar dikalangan 
masyarakat. Peniruan meliputi merek, logo, komposisi huruf dan 
gambar, slogan, positioning, cara penampilan dan jingle. 
d. Iklan tidak diperbolehkan dengan menampilkan atau menggunakan 





atribut profesi lain yang digunakan untuk proses penyampaian iklan 
kepada konsumen. 
Di Indonesia iklan menyesatkan terkait iklan yang dilarang 
pengopriasiannya diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dalam : 
1. Pasal 8 yang intinya menyebutkan bahwa : 
a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 
barang dan/atau jasa yang : 
1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan 
jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyarajan dalam 
label atau etiket barang tersebut; 
3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dna jumlah 
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 
4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 
keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 
5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 
pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 






6) Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket 
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa 
tersebut; 
7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 
8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 
sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan label; 
9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, 
komposisi, aturan pakai. Tanggal pembuatan, akibat 
sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain 
untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di 
pasang/dibuat; 
10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
b.  Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, 
cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara 
lengkap dan benar atas barang dimaksud; 
c. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan 
pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau 





d. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta 
wajib menariknya dari peredaeran. 
2. Pasal 9 yang intinya menyebutkan bahwa : 
1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, 
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, 
dan/atau seolah-olah : 
a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan 
harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode 
tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; 
b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; 
c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau 
memiliki sposor, persetujuan, perlengkapan tertentu, 
keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu; 
d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang 
mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; 
e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia; 
f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; 
g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; 
h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 
i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang 





j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak 
berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan 
tanpa keterangan yang lengkap; 
2) Barang dan/atau jasa sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
untuk diperdagangkan. 
3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) 
dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan 
barang dan/atau jasa tersebut. 
3. Pasal 10 yang intinya menyebutkan bahwa : 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 
ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak 
benar atau menyesatkan mengenai : 
a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; 
b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 
c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu 
barang dan/atau jasa; 
d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 
e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. 
4. Pasal 11 yang intinya menyebutkan bahwa : 
Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral 





a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah 
memenuhi standar mutu tertentu; 
b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak 
mengandung cacat tersembunyi; 
c. Tidak berniat untuk menjal barang yang ditawarkan melainkan 
dengan maksud untuk menjual barang lain; 
d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah 
yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain; 
e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam 
jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; 
f. Menaikan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebeblum 
melakukan obral. 
5. Pasal 12 yang intinya menyebutkan bahwa : 
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau 
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif 
khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut 
tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah 
yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. 
6. Pasal 13 yang intinya menyebutkan bahwa : 
1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau 
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan 





Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan 
todak sebagaimana yang dijanjikannya. 
2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau 
mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat 
kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan 
pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa dengan cara 
menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. 
7. Pasal 14 yang intinya menyebutkan bahwa : 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan 
untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara 
undian, dilarang masuk : 
a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang 
dijanjikan; 
b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa; 
c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan 
d. Mengganti hadiah yang yang tidak sesuai dengan nilai hadiah 
yang dijanjikan. 
8. Pasal 15 yang intinya menyebutkan bahwa : 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang 
melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat 







9. Pasal 16 menyebutkan bahwa : 
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa melalui pesanan 
dilarang untuk : 
a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian 
dengan yang dijanjikan; 
b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. 
10. Pasal 17 menyebutkan bahwa : 
1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang : 
a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan 
kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu 
penerimaan barang dan/atau jasa; 
b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 
c. Membuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat 
mengenai barang dan/atau jasa; 
d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang 
dan/atau jasa; 
e. Mengeksploitasu kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin 
yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 
f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai periklanan. 
2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan 





Lembaga yang mengatur tentang perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat termask dalam peraturan pp 59 tahun 2001 tentang 
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah aturan 
pelaksanaan pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. Peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 
2001 trntang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 
dalam perjalananya diubah dengan Peraturan Pemerintah No 89 Tahun 
2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 
2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen 
swadaya masyarakt yang memenuhi syarat. Lembaga perlindungan 
konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan 
aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Tugas lembaga 
perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan 
menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan atas hak dan 
kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang 
dan atau jasa, memberikan nasihat kepada konsumen yang 
memerlkannya, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya 
mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam 
memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan 
konsumen dan melakukan pengawasan besama pemerintah dan 
masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Ketentuan 





masyarakt sebagaimana di maksud pada ayat 3 di atur dalam 
pemerintah. Dasar hukum peraturan pemerintah Nomor 59 tahun 2001 
tentang lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 
adalah: 
1.  pasal 5 ayat 2 Undang-Undang dasar 1945 sebagaimana telah 
diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang dasar 1954. 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen.(lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Negara Nomor 3821)
49
.  
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksdkan 
dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2) pasal 15, pasal 17 
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, ayat (2) dan pasal 18 di pidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda 
paling banyak Rp. 2. 000,000,000,00 (dua miliar rupiah). 
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16 dan pasal 17 
ayat(1)  huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 
500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). 
Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, 
cacat tetapi atau kematiaan diberlakukan ketentuan pidana yang 
berlaku aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No 8 Tahun 
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1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Negara Indonesia 
sedangkan di Negara Malaysia terdapat dalam Undang-Undang Babak 
599 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu mengatur 
tentang pelanggaran sehbungan dengan informasi yaitu dalam pasal 
137 yang menjelaskan setiap orang menyerahkan informasi palsu 
dalam aplikasi laporn atauu dokumen lain di bawah Undang-Undang 
ini, memberikan atau menyebabkan untuk diberikan kepada setiap 
asisten pengadilan informasi tertentu yang salah, atau pernyataan 
sehbungan dengan masalah apa pun yang perlu diberikan oleh petugas 
tersebut berdasarkan Undang-Undang ini, menolak untuk menjawab 
atau memberikan jawaban yang salah untuk setiap pertanyaan yang 
diajukan kepadanya oleh asisten pengendali untuk tujuan 
mendapatkan keterangan, informasi atau diberikan berdasarkan 
Undang-Undang ini atau gagal atau menolak untuk menghasilkan 
dokumen apa pun yang mungkin diperlukan oleh asisten pengadilan. 
Melakukan pelanggaran dan akan dikenakan denda tidak melebihi dua 
ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam 
bulan atau keduanya. Tidak ada dalam ayat (1) yang dapat ditafsirkan 
sebagai meninta sesorang uuntuk menjawab pertanyaan atau 
memberikan informasi jika jawaban atau informasi tersebut cenderung 






 Undang-Undang juga mengatur tentang hukuman umum aturan 
hukuman ini juga tercantum dalam pasal 145 Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen di Negara Malaysia setiap orang yang 
dihukum karena pelanggaran berdasarkan Undang-Undang ini yang 
tidak ada hukuman yang secara tegas diberikan akan dikenakan tidak 
melebihi lima pulih ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak 
lebih dari tiga tahun atau keduanya dengan denda tidak melebihi 
seratus ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 
lima tahun atau keduanya. Setiap badan hukum yang dihukum karena 
melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang ini yang tidak 
ada sanksi yang secara tegas diberikan akan dikenakan denda tidak 
melebihi seratus ribu ringgit, dan untuk pelanggaran kedua atau 
selanjutnya hingga denda tidak melebihi dua ratus ribu ringgit. Setiap 
orang yangdihukumkarena melakukan pelanggaran berdasarkan 
Undang-Undang ini, dalam kasus pelanggaran yang berlanjut selain 
denda yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang ini, dikenkan 
denda yang tidak melebihi seribu ringgit untuk setiap pelanggaran hari 
atau bagian dari hari dimana pelanggaran berlanjut setelah vonis 
berjalan. 
2. Pengaturan Informasi Iklan Menyesatkan di Malaysia 
Pengaturan iklan di Malaysia sudah diatur dalam Babak 599 tentang 
Perlindungan Konsumen ACT 1999 Hukum Malaysia. Mengenai iklan di 





Indonesia yaitu dengan melalui media seperti televisi, radio, internet dan 
surat kabar. Selain itu penggunaan internet juga dimanfaatkan untuk 
memberikan informasi mengenai produk yang diiklannya, terlebih 
penggunaan internet sekarang ini digunakan oleh hampir seluruh 
masyarakat dunia dan hal ini tetu saja memberikan keuntungan tersendiri 
bagi para pelaku usaha untuk mengiklankan suatu produknya melalui 
internet. Di Malaysia sendiri sejak dahulu dalam mengiklankan suatu 
produk surat kabar menjadi sebuah pilihan bagi pelaku usaha yaitu 
tepatnya pada tahun 1970an hingga 1980an hal ini dimulai dari iklan-iklan 
produk Indonesia yang mewarnai media Malaysia. Seperti Nyonya 
Meneer, Mustika Ratu dan produk-produk lainnya yang dapat dilihat di 




Dalam melakukan promosi, iklan di Malaysia dalam muatan surat 
kabar dan majalah dianggap sebagai salah satu pendekatan yang dapat 
digunakan untuk menghasilkan kesadaran terhadap sebuah produk.
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Munculnya media elektronik dan media internet tidak akan merubah 
posisi dan fungsi surat kabar sebagi bagian dari media cetak. Malah 
penerimaan surat kabar oleh berbagai kalangan masyarakat masih relevan, 
meskipun surat kabar sering dilihat sebagai media yang ketinggalan 
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 Maka dengan ini, pembuat iklan sendiri perlu melihat apa 
keinganan dari konsumen dimana untuk memenuhi keinginan individu, 
nilai-nilai budaya masyarakat tempatan serta mampu menghasilkan 
sesuatu yang menjadi keinginan masyarakat. Perencanaan promosi ini 
penting untuk memastikan efek iklan tersebut sehingga dapat meyakinkan 
masyarakat terhadp iklan yang ditampilkan. 
Iklan yang efektif umumnya akan menarik perhatian masyarakat 
sekaligus membantu mereka memproses informasi sehingga membentuk 
sikap posistif dan akhirnya membeli produk yang diiklankan. Sebuah 
produk yang diiklankan mampu mempengaruhi pemikiran masyarakat 
sehingga mereka mulai memberikan kepercayaan terhadap produk 
tersebut. keadaan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Geuens 
et al yaitu masyarakat akan terpengaruh dengan iklan apabila pesan yang 
disampaikan oleh iklan tersebut dapat menarik perhatian mereka, seperti 
penyampaian iklan dengan warna menonjol, format tulisan yang menarik, 
bahasa yang mudah diingat, visual yang menarik dan sebagainya.
53
 
Sekarang ini banyak para pelaku usaha yang melakukan pengiklanan 
suatu produk tidak sesuai atau melanggar aturan yang ada. Dimana pelaku 
usaha membuat iklan yang isinya melebih-lebihkan dari produk yang 
sebenarnya, membuat iklan yang tidak sesuai dengan produk yang 
diiklankan, tidak memberikan informasi mengenai dampak negatif dari 
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produk yang diiklankan, dan hanya memberikan informasi mengenai 
keutamaan sebuah produk yang diiklankan. Hal ini tentu saja sangat 
merugikan para konsumen yang melihat dan bahkan membeli produk 
tersebut. 
 
B. Perbedaan dan Persamaan Pengaturan Iklan di Indonesia dan Malaysia 
1. Perbedaan Pengaturan Iklan di Indonesia dan Malaysia Berdasarkan 
Hukum Perlindungan Konsumen. 
Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa dasar hukum 
perdata mengenai pengaturan informasi iklan menyesatkan di indoneisa 
diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan 
konsumen sedangakan aturan mengenai informasi iklan menyesatkan di 
Malaysia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen act 1999 
babak 599. Untuk mempermudah masing-masing system dari masing-
masing Negara oleh karena itu diadakan klasifikasi antara Negara 
Indonesia dengan Negara Malaysia memiliki latar belakang yang sama 
berkaitan dengan pengaturan informasi iklan menyestakan, namun 
memiliki pengaturan yang berbeda mengenai undang-undang yang 
mengatur informasi iklan menyesatkan di Indonesia dengan Malaysia : 
Pertama adanya suatu perbedaan didalam suatu system hukm di 
Indonesia dan Malaysia, Indonesia sebagai Negara yang menganut system 







 Bahwa sistem civil law tersebut 
mengatasi dan mencegah permasalahan yang dihadapi oleh korban yang 
terkena oleh informasi iklan menyesatkan. Dimana pada permasalahan 
tersebut sudah memiliki peraturan hukum, peraturan hukum tersebut 
tertuang di undang- undang hukum perlindungan konsumen No 8 Tahun 
1999. Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi korban dari 
kejahatan informasi iklan yang menyesatkan  baik agar dapat diputusnya 
mata rantai kejahatan informasi iklan menyesatkan. Sedangkan di Negara 
Malaysia menganut system hukum common law dimana system hukum 
Anglo Saxon (common law) ialah suatu system hukum yang didasarkan 
pada yurisprudensi sebagai sumber hukum putusan hakim atau 
pengadilan
55
. Pengaturan mengenai kejahatan informasi iklan menyesatkan 
di Malaysia di atur juga di Undang-Undang Perlindungan Konsumen act 
1999 babak 599. Karena kedua Negara tersebut memiliki sejarah dan 
system hukum yang berbeda.  
Analisis yang penulis lakukan bahwa dalam system hukum di 
Negara Indonesia dan Malaysia sangatlah berbeda karena dilihat dari 
aturan hukum yang berlaku. apabila dilihat dari hukum positif di Indonesia 
maupun di Malaysia, aspek hukum di Indonesia dan Malaysia memiliki 
suatu asa hukum yang sama dalam anturan hukum yang berlaku di Negara, 
akan tetapi di Negara Malaysia harus terkait dalam yurisprudensi karena 
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adanya suatu perkara sehingga menjadi salah satu sumber hukum yang ada 
di Negara Malaysia  tersebut. 
Perbedaan kedua yaitu representasi palsu dan perilaku 
menyesatkan lainnya terkait dengan tanah termuat dalam pasal 11 Undang-
Undang Malaysia No babak 599 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. Tidak seorangpun sehubungan dengan penjualan atau hibah 
kemungkinan penjualan atau hibah suatu kepentingan atas tanah dengan 
promosi dengan cara apa pun dari penjualan atau pemberiaan suatu 
kepentingan atas tanah, Secara keliru menyatakan bahwa setiap orang 
memiliki seponsor, persetjuan, dukungan atau afiliasi serta membuat 
pernyataan yang salah atau menyesatkan tentang salah satu dalam hal. 
Sifat kepentingan atas tanah tersebut, harga yang harus dibayarkan untuk 
tanah, lokasi tanah, karakterristik tanah, penggunaan tanah yang mampu 
atau dapat digunakan secara sah dan keberadaan atau ketersediaan fasilitas 
yang terkait dengan tanah. Dalam hal ini “KEPENTINGAN” dalam 
kaitanya dengan tanah, yang timbul karena kepemilikan saham atau 
berdasarkan kontrak untuk membeli saham di perusahaan yang memiliki 
tanah atau bangunan tersebut. Hak, kekuasaan atau hak istimewa atas atau 
sehubungan dengan tanah, bagian ini tidak berlaku untuk akomondasi 
perumahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pengembangan 
perumahan (Kontrol dan Lisensi) tahun 1966 pasal 118. Aturan tersebut 
tidak terdaftar dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 di hukum 





penjualan tanah termasuk di dalam Undang-Undang perlindungan 
konsumen. 
Perbedaan ke tiga yaitu pasal 76 yang mengatur tentang liburan 
kantor dalam Undang-Undang Babak 599 Tahun 1999 Tentang 
prelindungan konsumen di Negara Malaysia kantor anggota dewan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 74 ayat 1 b akan menjadi kosong, 
dalam aturan yang lebih tegas liburan kantor ada setelah kematiaan 
anggota, setelah anggota mengundurkan diri dari kantor tersebut melalui 
surat yang ditujukan kepada mentri dan setelah habis masa jabatannya. 
Aturan ini berlaku hanya di Negara Malaysia sedangkan di Negara 
Indonesia tidak ada aturan yang lebih jelas dalam mengatur tentang libur 
kantor. 
Perbedaan keempat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan 
Konsumen act 1999 babak 599 yang berlaku di Negara Malaysia juga 
mengatur tentang Pencabutan Janji terdapat dalam pasal 77 pasal ini masih 
berkaitan dengan anggota dewan yang berbunyi menteri dapat mencabut 
pengangkatan anggota dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat 74 (1) (b) 
jika perilakunya, baik sehubungan dengan tugasnya sebagai anggota 
dewan atau sebaliknya telah mendiskreditkan dewan, jika ia menjadi tidak 
mampu menjalankan tuganya dengan benar sebagai anggota dewan, serta 
jika terbukti melawannya atau dia telah dihukum, dakwaan berkenaan 
dengan. Pelanggaran yang melibatkan penipuan ketidakjujuran atau 





pelanggaran menurut undang-undang ini, pelanggaran lainnya yang dapat 
dihukum penjara lebih dari dua tahun. Jika dia dinyatakan pailit, jika dia 
ditemukan atau dinyatakan tidak waras tidak mampu mengatur urusannya 
jika mangkir dari tiga pertemuan dewan berturut-turut tanpa mendapatkan 
izin tertulis dari ketua dewan. 
Perbedaan kelima Kepuasan Persyaratan untuk Memperbaiki 
Kegagalan aturan ini terdapat dalam pasal 42 Undang-Undang Babak 599 
Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, aturan ini hanya berlaku di 
dalam Negara Malaysia yang menjelaskan tentang pemasok dapat 
memenuhi persyaratan dibawah pasal 41 untuk memperbaiki kegagalan 
barang apa pun untuk mematuhi jaminan. Jika kegagalan tidak terkait 
dengan hak milik untuk memperbaiki barang, jika kegagalan terkait 
dengan hak milik, dapat menyembuhkan atau memperbaiki cacat pada hak 
milik, mengganti barang dengan barang sejenis, memberikan pengembalin 
uang yang dibayarkan atau pertimbangan lain yang diberikan oleh 
konsumen sehubungan dengan barang dimana pemasok tidak dapat 
diharapkan secara wajar untuk memperbaiki atau mengganti barang atau 
menyembuhkan setiap cacat pada hak milik. Apabila konsumen 
memperoleh barang untuk menggantikan barang yang cacat menurut ayat 
1 C barang pengganti, untuk tujuan undang-undang ini akan dianggap di 
pasok oleh pemasok dan jaminan serta kewajiban berdasarkan undang-
undang ini terkait. Untuk pasokan barang ke konsumen berlaku untuk 





pengembalian uang tunai dari uang yang dibayarkan atau nilai imbalan 
lain yang diberikan, atau keduanya sesuai dengan kebuthan, pasal ini 
hampir sama dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen di Negara Indonesia dengan pasal ganti rugi 
tetapi di Negara Malaysia diatur secara jelas mengenai hak ganti rugi, ada 
pasal yang mengatur hak ganti rugi konsumen terhadap produsen dan 
sebagainya. 
2. Persamaan Pengaturan Informasi Iklan Menyesatkan Berdasarkan 
Hukum Perlindungan Konsumen 
Iklan merupakan suatu medi promosi barang atau jasa kepada masyarakat. 
Iklan bisa disebut juga reklame yang ditampilkan di media masa maupun 
surat kabar. Agar masyarakat memperhatikan barang atau jasa yang 
dipromosikan dan iklan juga dibuat semenarik mungkin baik di Negara 
Indonesia ataupun di Negara Malaysia berikut persamaan atuaran yang 
mengatur tentang informasi iklan menyestakan di Negara Indonesia dan 
Negara Malaysia. 
Pesamaan yang pertama dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsmen di Negara Indonesia mengatur tentang 
adanya interpretasi atau penafsiran bisa juga diartikan sebagai peneganalan 
yaitu di Indonesia diatur dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan aapa itu 
PROMOSI. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan 





terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang di perdagangkan. 
Sedangkan interpretasi menurut Undang-Undang Babak 599 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Malaysia terdapat pada 
pasal 8 yang menjelaksan tentang arti palsu atau menipu dalam kaitanya 
dengan perilaku reperesentasi atau praktik termasuk perilaku yang mampu 
mengarahkan konsumen ke dalam kesalahan. Di Malaysia juga 
menjelaskan tentang harga dalam kaitanya dengan barang atau jasa apa 
pun, sebagai tambahan dan tanpa mengurangi keumuman definisi dari 
harga agreta dari jumlah yang harus dibayar oleh konsumen untuk atau 
sehubungan dengan penyediaan barang atau jasa. Kecuali dalam sub 
bagian 12 ayat 3 dan 4 metode apa pun yang akan atau telah diterapkan 
untk tujuan menentukan agreta. Dari penjelasan pasal tersebut mempunyai 
inti yaitu menjelaskan isi awalan terkait tentang penyajian informasi iklan. 
Persamaan yang kedua Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen di Negara Indonesia dengan Undang-Undang 
Babak 599 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen di Negara 
Malaysia. Yaitu sama-sama mengatur tentang Perilaku Menyesatkan di 
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen di 
Negara Indonesia diatur dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, 
pasal 7 pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan 
barang dan jasa yang tidak memenuhi tidak sesuai dengan setandar yang 
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai 





yang dinyatakan dalam label ata etika barang tersebut. Sedangkan di 
Undang-Undang Babak 599 Tahun 1999 Tentang Perlindungn Konsumen 
di Negara Malaysia tentang Perilaku Menyesatkan diatur dalam pasal 9, 
pasal 9 perilaku menyesatkan tidak seorangpun boleh melakukan yang 
dalam kaitanya dengan barang, menyesatkan atau menipu atau cendrung 
menyesatkan atau menipu public tentang sifat proses penbuatan, 
karakteristik kesesuaian untuk suatu tujuan ketersedian atau kuantitas 
barang, atau terkait dengan layanan menyesatkan atau menipu atau 
cenderung menyesatkan atau menipu public tentang sifat karakteristik 
kesesuain untuk suatu tujuan ketersediaan atau kuantitaslainya. Meskipun 
mempunyai gaya bahasa sendiri, masing-masing pasal mempunyai inti dan 
Dari kedua Undang-Undang tersebut menjelaksan tentang tidak 
diperbolehkannya suatu pelaku usaha atau pengiklanan yang meberikan 
unsur penyesatan terkait iklan yang mau ditayangkan ataupun akan 
disiarkan. Utnuk lebih mempermudah mecari perbedaan dan persamaaan 
dari kedua Undang-Undang tersebut si penuulis membuat table perbedaan 
dan persamaan berikut. 
Tabel Perbedaan Dan Persamaan terkait Undang-Undang No 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Negara Indonesia dengan 
Undang-Undang Babak 599 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 







Undang-Undang No 8 
Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen 
di Negara Indonesia  
Undang-Undang Babak 
599 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan 
Konsumen di Negara 
Malaysia  
Penjelasan  
1. Tidak mengatur 
tentang representasi 
palsu dan perilaku 
menyesatkan lainnya 
terkait dengan tanah 
2. Tidak terdapat aturan 
terkait kontrak antara 
produsen dan 
konsumen. 
3. Terdapat aturan 
menegnai hak dan 
kewajiban konsumen 
secara jelas. 

















3. Tidak diatur secara 
1. Di Hukum 
perlindungan 
konsumen Malaysia 
terdapat aturan yang 
lebih sepesifikasi 
yang mengatur 
tentang jualbeli atau 
cara penjualan tanah. 
2. Di Undang-Undang 
Malaysia terdapat 
adanya aturan yang 
mengatur tentang 




3. Di Undang-Undang 





jelas dalam pasal  







secara lengkap dan 
jelas tentang hak dan 
kewajiban konsumen 
maupun pelaku usaha. 
 
Kesimpulan dari penulis tentang perbandingan Undang-Undang 
Perlindungan konsumen di Indonesia dan Malaysia yaitu dari yang penulis 
analisa bahwa Undang-Undang kedua Negara tersebut sama-sama 
mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, namun 
diantara keduanya, penulis lebih cenderung memilih Undang-Undang di 
Malaysia karena lebih jelas dan lengkap karena didalamnya mengatur 
tentang penjualan tanah hibah, karena pada dasarnya kedua negara 
memiliki system hukum yang berbeda. Negara Malaysia dipimpin oleh 
seorang sultan karena dasar negaranya adalah Kerajaan dan sitem hukum 
serta aturannya lebih rinci dibandingkan Indonesia yang berdasar pada 







BAB IV  
PENUTUP 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan 
sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hukum Pengaturan  informasi Iklan Menyesatkan di Indonesia diatur 
dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen Dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 11. 
Sedangkan Hukum informasi di Negara Malaysia di atur dalam Undng-
Undang Babak 599 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
Tertuang dalam pasal 9 yang berbunyi tentang perilaku menyesatkan atau 
dalam bahasa Malaysia perilaku  mengelirukan. 
2. Perbedaan dan persamaan terkait Pengaturan Informasi Iklan 
Menyesatkan di Negara Indonesia dengan Negara Malaysia. 
a. Perbedaan diantara keduanya seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu. 
1. Dalam hukum Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen di Negara Indonesia tidak terdapat adanya  
suatu aturan yang mengatur tentang Representasi Palsu dan Perilaku 
Menyesatkan Lainnya terkait dengan Tanah, sedangkan di Undang-
Undang Babak 599 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
di Negara Malaysia terdapat suatu pasal yang mengatur tentang 
adanya aturan yang berkaitan dengan Representasi Palsu dan 





b. Sedangkan persamaan dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen di Negara Malaysia dengan Undang-Undang 
Babak 599 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Negara 
Malaysia yaitu sebagai berikut. 
1. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
di Indoneisa dengan Undang-Undang Babak 599 Tentang 
Perlindungan Konsumen di Malaysia sama-sama mengatur tentang 
larangan pemberian hadiah-hadih atau penawaran gratis yang 
menyebutkan secara tidak jelas, dalam Undang-Undang No 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia terdapat dalam 
pasal 13. Sedangkan dalam Undang-Undang Babak 599 Tahun 1999 
Teentang Perlindungan Konsumen di Malaysia aturan yang mengatur 
larangan pemberian hadiah atau penawaran gratis di atur dalam pasal 
14. 
B. Saran  
Adapun saran dari penulis terkait dengan permasalahan dalam penelitian 
ini yaitu diantaranya: 
1. Perlunya sosialisasi lebih luas lagi kepada masyarakat ataupun aparat 
pemerintah yang mengatur tentang perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat, dikarenakan masih kurangnya pemahaman atas ketentuan-
ketentuan yang yang terdapat di dalam Undang-Undang dan kurangnya 





kurang nya kejujuran dari pelaku usaha dalam perilaku pengiklanan atau 
penjualan suatu produk. 
2. Berdasarkan perbandingan yang telah penulis lakukan, diharapkan dapat 
menjadi tolak ukur dan bisa digunakan untuk bisa saling mencontoh antar 
Negara satu sama lain terkait dengan hukum di Negara indoneisa dan di 
Negara Malaysia. Memgingat Indonesia dan Malaysia menggunakan 
system hukum yang berbeda. Misalanya dalam transakis penjualan di 
Negara Malaysia ada system keterbukaan dan kejujuran sedangkan di 
Indonesia masih menanamkan sifat keuntungan bagi diri sendiri. Serta 
dalam aturan undang-undang Malaysia lebih terperinci atau lebih jelas dan 
konkrit, sedangkan di Indonesia isi aturanya itu umum, dan di Indonesia 
sendiri terlalau banyak undang-undang, yang mengakibatkan masyarakat 
malas untuk membacanya juga terlalu sering perbarua-perbaruan undang-
undang sehingga masyarakat mau tidak mau seperti dituntut harus selalu 
focus dalam perkembangan undang-undang, jika masyarakat yang 
berkecukupan ekonominya tidak masalah. Tetapi ini sangat berbanding 
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